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WALIKOTA SORONG 
 

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR   23   TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA  SORONG, 

  
 

Menimbang :  a.  bahwa   setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh 
tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang 
harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan; 

 
  b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan 
Pasal 82 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah, perlu diatur tata cara tuntutan ganti 
kerugian Daerah; 

 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian 
Daerah; 

 
Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 

 
2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian 
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
173,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian 
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, 
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960); 
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3. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 
2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4884); 

 
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

 
5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4355); 

 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

 
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4844); 

  
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  

Pembentukan  Peraturan Perundang – undangan                
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  5233); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5055); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata 

Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4652); 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4593); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4855); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keuangan Pertanggungjawaban 
kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          
Nomor 4693); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah; 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1996 

tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara di 
Jajaran Departemen Dalam Negeri; 

 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah; 

 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
 

 
Dengan persetujuan bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG 

 
dan 

 
WALIKOTA SORONG  

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 
Menetapkan :    PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN 

GANTI KERUGIAN DAERAH. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Sorong. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Walikota adalah Walikota  Sorong. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada 
Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan 
Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas 
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. 

7. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa 
program. 

8. Pegawai Negeri bukan Bendahara adalah Pegawai Negeri yang 
kedudukannya bukan sebagai bendahara yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Sorong. 

10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang 
ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah 
dan membayar seluruh pengeluaran Daerah. 

11. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk 
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. 

12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran satuan kerja perangkat daerah. 

13. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
barang milik daerah. 

14. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 

15. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang 
yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan 
hukum baik sengaja maupun lalai. 

16. Tuntutan Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan penggantian 
kerugian terhadap pegawai bukan bendahara atau pejabat lain yang 
melakukan kerugian terhadap Daerah. 

17. Aparat Pengawasan Fungsional selanjutnya disingkat APF adalah Badan 
Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 
Badan Pengawasan Daerah Provinsi Papua Barat dan Inspektorat Kota 
Sorong. 

 


